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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.KP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara Cerai  Gugat  yang

diajukan oleh :

Penggugat,  Umur  52  Tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Terakhir  SMA,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Kefamenanu

Selatan,  Kecamatan  Kota  Kefamenanu,  Kabupaten  Timor

Tengah  Utara,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, dan  sekarang

telah  berpindah domisili  ke  Perum Helong Persada  Makmur,

Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan

PNS,  Tempat  Tinggal  Jalan  Kelurahan  Kefamenanu  Selatan,

Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019

telah  mengajukan  gugatan  cerai  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama Kupang dengan Register  Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.KP

tanggal 20 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami-istri  sah yang mana

telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bima,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  pada  tanggal  12  Maret  2018,

sebagaimana  tercantum  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0040/005/III/2018;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal

bersama  di  Jalan  Kusambi  RT.011/RW.003,  Kelurahan  Kefamenanu

Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat

telah  melakukan  hubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri

(ba’dadukhul), dan tidak memiliki anak;

5. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala

terjadi  persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan

diselesaikan dengan baik;

6. Bahwa ketidakharmonisan  dalam rumah tangga  mulai  terjadi  sejak

bulan  November  2018,  disebabkan  karena  Penggugat  merasa  tidak

cocok  dengan  anak-anak  Tergugat  dan  Tergugat  tidak  mengabulkan

permintaan Penggugat  untuk tidak tinggal  bersama dengan anak-anak

Penggugat;

7. Bahwa puncak dari  perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan

terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal  bulan November 2018

Penggugat pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat

berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dilanjutkan  dan  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  membina  dan

meneruskan  hidup  berumah  tangga  dengan  Tergugat  karena

kebahagiaan  dan  ketentraman  rumah  tangga  tidak  mungkin  dicapai

sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kupang  Cq  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan
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mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi : 

PRIMER 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugro  dari  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap  sendiri  di  persidangan  sedang  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil  atau kuasanya

yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana  relaas  panggilan  nomor

48/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 12 Juli 2019,  dan

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya

damai  dengan menasehati  Penggugat  agar  tetap  dapat  mempertahankan

rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  menghadap  di

persidangan,  maka proses  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan

dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap

dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan  penambahan  keterangan

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tidak

tergambar dari keterangan Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat

selama  ini  terus  menerus  berselisih  dan  menurut  Penggugat  hubungan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik-baik saja, hanya

Penggugat bermasalah dengan anak tiri Penggugat (anak bawaan Tergugat);

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga

atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim  setelah

bermusyawarah  menyatakan  mencukupkan  pemeriksaan  atas  perkara  ini,

dan hendak menjatuhkan putusan yang akan dipertimbangkan di bawah ini; 

Bahwa  untuk ringkasnya uraian  putusan ini,  ditunjuk  hal-hal  yang

telah  tercatat  dalam  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa pada hari  persidangan yang telah  ditentukan,

Penggugat  hadir  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak pernah hadir  di

persidangan, maka  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  upaya  mediasi

terhadap  perkara  ini  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82

ayat  (1)  dan  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

melakukan  upaya  damai  dengai  menasehati  Penggugat  di  setiap

persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap

mempertahankan  rumah  tangganya,  akan  tetapi  upaya  tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil  pokok gugatan

perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan secara

jelas baik dalam gugatannya maupun dalam keterangannya di muka sidang

mengenai  adanya  alasan-alasan  perceraian  yang  berlandaskan  hukum

sebagaimana  diatur  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116 Kompilasi  Hukum  Islam.  Hal
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel)

karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang,  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (niet

onsvankelijk verklaard);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka  biaya  perkara  patut  dibebankan  pada  Penggugat

sebagaimana  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama  yang  jumlahnya  akan  disebutkan  dalam  amar

putusan ini;

Mengingat dan  memperhatikan segala  ketentuan  hukum  yang

berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
3. Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  (niet

onsvankelijk verklaard);
4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah
Demikian Putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 30 Juli

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa’dah 1440 Hijriyah, oleh

kami  Drs. H. Bisman, M.H.I., Sebagai Hakim Ketua Aris Habibuddin Syah.

S.H.I., M.H. dan Rustam, SHI., MH masing-masing sebagai hakim anggota,

dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua  Majelis tersebut dengan  didampingi oleh Hakim Anggota yang sama

dan  dibantu oleh  E. Farihat Fauziyah, S.Ag.,  sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.
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Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

                      Rustam, SHI., MH

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00

2

.
Biaya proses : Rp.   50.000,00

3

.
Biaya Panggilan : Rp. 420.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,00
5. Biaya Materai : Rp.     6.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00 (lima ratus enam

belas ribu rupiah)
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